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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis 

Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi 

Perspektif Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab 

pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana 

putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009? 

Bagaimana perspektif al-mas}lah}ah al-mursalah terhadap putusan ultra petita 

dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-

VII/2009?. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Ada dua 

sumber bahan dalam penelitian ini yaitu, pertama, bahan hukum primer sebagai 

bahan/data utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder 

yang terdiri dari bahan/data seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi yang ada 

relevansinya dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (library research). Teknis 

analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan content analysis 

yaitu penulis mencari dan melakukan analisis putusan Mahkamah Konstitusi.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wewenang membuat putusan 

yang bersifat ultra petita bagi Mahkamah Konstitusi dapat saja diterima dengan 

alasan demi keadilan, kemaslahatan publik, menjaga hak-hak konstitusional 

warga, hak asasi manusia. Dari tinjaun menurut al-mas}lah}ah al-mursalah tersebut, 

Mahkamah Konstitusi selayaknya mempunyai kewenangan memutus suatu 

perkara yang bersifat ultra petita dengan alasan bahwa putusan itu mendatangkan 

kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan. Hal ini sejalan dengan tugas 

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the 

prtector of the citizen’s constitutional rights). 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Mengingat yang memberikan wewenang 

konstitusional Mahkamah Konstitusi konstitusional adalah badan legislatif 

(MPR), maka dalam rangka pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam mengeluarkan putusan ultra petita perlu dilakukan amandemen lanjutan 

Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan norma di Indonesia ada dua cabang, yakni Mahkamah Agung 

(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Memiliki kewenangan untuk menguji 

legalitas peraturan yang berada di bawah UU (legality review), sedangkan MK 

memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas UU (constitusional 

review). Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan 

Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu upaya penguatan prinsip 

checks and balances demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar 

terkontrol dan terkendali antara lembaga negara yang satu dengan lembaga 

negara yang lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus 

penafsir UUD NRI 1945 merupakan sebuah lembaga negara yang bagi 

sebagian orang masih dianggap baru, yang walaupun sesungguhnya telah 

banyak yang paham dan tahu betul akan fungi serta tugas dan tanggung jawab 

lembaga negara yang satu ini.
1
 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam UUD NRI 1945 pasal 24C 

MK sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai 

empat kewenangan, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

                                                           
1
 Haposan Siallagan, Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang,  

MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, 71.  
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Dasar 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran politik, dan memutus perselisihan 

hasil pemilu.
2
 Mahkamah Kontitusi juga mempunyai kewajiban yaitu 

memberikan putusan atas pendapat DPR  mengenai dugaan pelanggaran oleh 

presiden/wakil presiden menurut UUD. Salah satu kewenangan MK yang 

paling banyak diperiksa oleh MK adalah pengujian UU terhadap UUD. Pada 

hakikatnya, perkara pengujian UU tidaklah bersifat contensius yang berkenaan 

dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama yang lain, 

akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan 

bersama sebagai bangsa.
3
 

Disamping itu, tujuan dan fungsi MK adalah memberikan perlindungan 

hak  asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam pasal ayat (1) UUD 1945 

yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum” 
4
. 

 UUD sebagai konstitusi negara dapat dianalogikan dengan alquran yang 

memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang kemudian 

dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syariat Islam. Salah satu 

keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang 

                                                           
2
 Heri Abduh Sasmito, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-

Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif), Jurnal Law Reform Volume 06, No. 02, Oktober 

2011, 55. 
3
 Ahmad Edi Subiyanto, Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, 

Malang; Setara Press, 2014, viii. 
4
 Kutipan Langsung, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 
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untuk semua manusia untuk menyatukan urusan dalam ruang lingkup 

kebenaran dan memadukan dalam kebaikan.
5
 

Dari sini terlihat sekali, syariat Islam tidak pernah membedakan antara 

orang hitam ataupun orang putih, kuning dan merah, antara orang arab dan 

yang lainnya, tidak pernah membatasi ruang lingkupnya untuk siapa dan 

bahasa manapun, tidak ada keutamaan bagi seseorang terhadap orang lain 

kecuali takwa dan amal sholeh. Allah Swt memerintahkan dalam ayatnya, 

memotivasi dan mengingatkan supaya tidak meninggalkanya terutama dalam 

hal penetapan hukum dan menegakkan keadilan. Allah Swt berfirman: 

 

حْسَ  نِ ااِنَّ اللهَ يأَمُرُ باِْلعَدْلِ وَلِْْ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat 

baik” (QS. An-Nahl (16): 90) 

Nabi Muhammad saw juga bersabda: 

إِنَّ اْلمُقْسِطِيْنَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُ وْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الّرَحْمَنِ وَجَلَّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يَمِيْنٌ لِلَّذِيْنَ 
وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْايَ عْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ   

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil (kelak) berada di 

atas mimbar cahaya, mendapat kebaikan dari Allah dan kedua tangannya 

baik, untuk mereka yang berbuat adil dalam memutuskan sesuatu dan 

kepada keluarganya serta mereka yang berbuat adil terhadap apa yang 

mereka pimpin” 

Dari sini dapat dipahami bahwa keadilan sosial Islam merupakan dasar 

penting bagi tegaknya syariat, mercusur utama yang akan menerangi alam 

sekitarnya, keadilan sosial dan Islami baik sebagai syariat yang mengikat atau 

Undang-Undang yang harus ditaati.
6
 

                                                           
5
 Rasyad Hasan Khalilal, Tarikh Tasyri, Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 

2007), 25. 
6
 Ibid., 26. 
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Dengan demikian Mahkamah Kosntitusi, sebagai pemegang kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan, serta 

menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7
 

Semula memang ada tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi 

kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD yakni MPR atau 

Mahkamah Agung (MA), atau Mahkamah Konstitusi (MK).gagasan untuk 

memberi kewenangan tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena 

disamping tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, MPR bukan 

kumpulan para ahli hukum dan konstitusi melainkan kumpulan dari wakil-

wakil organisasi kepentingan politik. Gagasan untuk memberikan kewenangan 

tersebut kepada MA juga dikesampingkan karena MA sendiri sudah terlalu 

banyak beban tugasnya dalam mengurusi lembaga peradilan 

konvensional.itulah sebabnya, wewenang pengujian UU terhadap UUD 

akhirnya diberikan kepada MK sebagai lembaga yudisial baru dicantumkan 

didalam konstitusi. 
8
 

Dalam usia yang relatif  masig sangat muda tersebut, MK telah banyak 

menghasilkan putusan-putusan yang telah mewarnai pemikiran dan kehidupan 

ketatanegaraan Indonesia. Diskursus dan pemikiran mengenai hukum 

ketatanegaraan menjadi dinamis dan lebih menarik perhatian khalayak khusus. 

Meskipun begitu, banyak pula kontroversi yang bermunculan terkait dengan 

                                                           
7
 Ach. Rubaie, “Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, Istislam, Putusan Ultra Petita Oleh Mahkamah 

Konstitus,  Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 01, Maret 2014, 100. 
8
 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta; PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), 74. 
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putusan-putusan MK dalam pengujian UU. Tidak sedikit praktisi maupun 

akademisi hukum yang mengkritik tindakan MK tersebut.
9
 Salah satu 

terobosan hukum MK dalam membuat putusannya terletak pada keberaniannya 

dalam membuat putusan yang tidak jarang mengesampingkan asas dan norma 

hukum positif yang berlaku. Putusan-putusan MK sering keluar dari “frame” 

hukum positif yang sudah mapan. Putusan-putusan MK lebih 

mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan dari pada aspek kepastian 

hukumnya,antara lain dengan mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita, 

yaitu putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi apa yang diminta 

oleh si pemohon.
10

 

Masalah ultra petita  yang dilakukan oleh MK ini menjadi suatu titik 

sorot terhadap perkembangan dalam setiap pengujian perundang-undangan 

yang dilakukan oleh MK. Didalam pelaksanaan kekuasaannya MK telah 

beberapa kali memutuskan perkara pengujian konstitusi yag bercorak ultra 

petita baik putusan yang melebihi apa yang dimohonkan, putusan yang 

membentuk norma baru, maupun putusan yang terkait kepentingan MK 

sendiri.
11

  

Putusan No. 102/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden merupakan sebagian contoh putusan MK yang memasuki ranah 

legislator, yakni MK telah membentuk norma baru yang berarti MK telah 

                                                           
9
 Heri Abduh Sasmito, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-

Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif), Jurnal Law Reform Volume 06, No. 02, Oktober 

2011, 56. 
10

 Ach. Rubaie, Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, Istislam, Putusan Ultra Petita Oleh Mahkamah 

Konstitus,  Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 01, Maret 2014, 99. 
11

 Ibnu Sina Chandranegara, Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai 

Keadilan Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 1, Maret 2012, 29. 
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melakukan suatu Ultra Petita. Lalu MK justru jelas menabrak kewenangannya 

sendiri yang diberikan oleh UUD NRI 1945yakni menguji UU terhadap UUD. 

Frasa menguji disini berarti menilai apakah suatu UU bertentangan atau tidak 

bertentangan dengan UUD, sehingga konsekuensi logis dari frasa yang 

demikian MK seharusnya memutus dengan menyatakan bertentangan atau 

tidak bertentangan dengan UUD. 

Dikarenakan banyak legislator yang tidak menghendaki hal yang 

demikian maka dalam UU perubahan UU No 24 tahun 2003 yakni UU No. 8 

Tahun 2011 tentang perubahan terhadap UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menggariskan bahwa MK „dilarang‟ untuk melakukan 

putusan yang bersifat ultra petita sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh 

MK. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pasal 45A:  

“Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh 

pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal 

tertentu yang terkait dengan pokok permohonan” 

Ketentuan ini  jelas bahwa pembentuk UU menghendaki agar peradilan 

norma ini tidak memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon 

dikarenkan sifat putusan MK yang final dan mengikat ini dapat menjadikan 

MK menjadi dangat superior bahkan melebihi konstitusi itu sendiri. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kewenangan MK dalam 

memutus putusan yang bersifat ultra petita, beberapa masalah yang 

diidentifikasi adalah: 
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1. Tidak adanya rambu pembatas secara formal yang memperbolehkan MK 

memutus yang bercorak ultra petita, 

2. Adanya suatu pertentangan antara UU dengan UUD mengenai MK 

memutus suatu putusan yang bersifat ultra petita, 

3. Mekanisme putusan ultra petita dalam konteks al-mas}lah}ah al-mursalah. 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, penulis membatasi 

dan hanya menitik fokuskan pada mekanisme putusan ultra petita dalam 

pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditelaah 

secara komparatif menurut hukum Islam khususnya tentang al-mas}lah}ah al-

mursalah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji 

maka dapat dirumuskna masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi No. 

102/PUU-VII/2009? 

2. Bagaimana perspektif al-mas}lah}ah al-mursalah terhadap putusan ultra 

petita dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi No. 

102/PUU-VII/2009? 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 

D. Kajian Pustaka 

Berikut akan diuraikan secara ringkas ttentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah putusan ultra petita oleh 

Mahkamah Konstitusi. Agar tidaka terjadi pengulangan atau duplikasi 

kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh 

penulis sejauh yang berrkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis. 

1. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 menyimpulkan 

Apabila merujuk kepada teori hukum responsif, maka ultra petita dalam 

pengujian konstitusional merupakan sesuatu yang valid dapat dilakukan 

oleh MK. Nonet-Selznick meyatakan bahwa hukum itu harus mendaulatkan 

kepada tujuan sosial. Apabila pengujian konstitusional hanya sekedar 

menguji maka ada kecenderungan bahwa tujuan pengujian konstitusional itu 

tidak tercapai yakni kemashlatan. 

2. Dalam jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, 

Halaman 1-100 menyimpulkan putusan ultra petita tidak mendapatkan 

payung dan landasan hukum yang memadai. Oleh sebab itu maka tidak ada 

alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi putusan yang sifatnya 

ultra peita. Justru dengan putusan yang sedemikian, maka tujuan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya dalam melindungi 

dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara hanya akan menorehkan 

problem hukum baru di tengah-tengah masyarakat. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi No. 

102/PUU-VII/2009. 

2. Untuk mengetahui perspektif al-mas}lah}ah al-mursalah terhadap putusan 

ultra petita dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan 

dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis 

kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus suatu putusan yang bersifat 

ultra petita terhadap pengujian Undang-Undang. Dan dapat menambah ilmu 

dan wawasan dalam bidang hukum khususnya ilmu Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan 

tentang putusan yang bersifat Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi. Dan 

dapat dijadikan pedoman/bacaan yang bermanfaat bagi praktisi upaya 

pembaharuan pemikiran analisis politik hukum Islam dalam konteks 

putusan mahkamah konstitusi. 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Putusan 

ultra petita Dalam judicial review Oleh Mahkamah Konstitusi perspekif al-

mas}lah}ah al-mursalah” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. Ultra petita 

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara 

yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon. 

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan 

putusan atas perkara yang tidak dituntut  atau meluluskan lebih dari pada 

yang diminta. 

 

2. Pengujian Undang-Undang/Judicial review 

Judicial review merupakan upaya pengujian lembaga judicial 

terhadap produkn hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, 

ekekutif, maupun yudikatif dalam rangka penerapan check and balances 

berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan (separation of power). 

 

 

3. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk 

menegakkan hukum  dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. 
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Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.
12

 

 

4. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah 

Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah adalah setiap makna (nilai) yan diperoleh 

ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya 

berupa mendapat manfaat atau menolak mudhorot dari orang lain, dan tidak 

ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. 

Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya 

meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-

undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi. 

  

2. Sumber data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder. 

                                                           
12

 Khelda Ayunita, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Mitra 

Wacana, 2017), 86. 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan utama dalam melakukan penelitian, 

yaitu Putusan No. 102/PUU-VII/ Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden.  

 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua bahan data yang 

menjelaskan bahan primer. Bahan sekunder yang dimaksud adalah 

bahan/data mengenai pembahasan al-mas}lah}ah al-mursalah dan 

bahan/data mengenai pembahasan ultra petita. Bahan sekunder ini 

diperoleh melalui buku-buku (Moh. Mahfud MD., “Perdebatan Hukum 

Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), jurnal-jurnal (Ibnu Sina Candranegara., “Ultra Petita 

Dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mancapai Keadilan 

Konstitusional”. Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 1, Maret 2012). 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ialah suatu metode 

yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku 

pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok 

permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian 
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ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik 

berupa peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal-jurnal hukum 

yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang 

penyelesaian penelitian ini. 

 

4. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunkan 

teknik Content Analysis yaitu Penulis mencari dan melakukan analisis dari 

putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh data akan diklasifikasikan dari 

bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik 

kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan dari 

data tersebut dalam Analisis Hukum Islam. Dalam penemuan hukum ini 

menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

komparatif yaitu dengan membandingkan salah satu kebijakan dari Sumber 

Hukum Islam dengan Sumber Hukum di Indonesia. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang 

utuh serta menyeluruh dalam penulisan skripsi, perlu sekiranya ditulis 

dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi yang membahas sebagai 

berikut: 

Bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II tentang Kerangka Teoretis atau Kerangka Konseptual. Bab ini 

menjelaskan tentang Tinjauan Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah Tentang Putusan 

Ultra Petita Dalam Judical Review Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

Putusan NO. 102/PUU – VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan 

Wakil Presiden. 

Bab III ini menjelaskan tentang data penelitian yang memuat deskripsi 

data dan berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif terhadap 

Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memutus Suatu Permohonan Yang 

Bersifat Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang dengan dilakukan 

penlitian yang jelas dan lengkap. 

Bab IV tentang analisis. Bab ini memuat analisis terhadap temuan 

bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab 

masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke 

dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang 

ada. 

Bab V tentang penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Rumusan kesimpulan harus singkat, jelas, tidak memuat  hal-hal baru di luar 

masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan antara 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Isi saran tidak boleh keluar dari 

pokok masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran 
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berisi tentang implikasi, tindak lanjut penelitian dan saran-saran atau 

rekomendasi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-MAS{LAH{AH AL-MURSALAH 

 

A. Pengertian Al-Mas}lah{ah Al-Mursalah 

Secara bahasa, maslahah berasal dari kata  (  المصللة) dengan 

penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” 

lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata al-mas}lah}ah (  المصللة) 

adalah bentuk masdar dari yaitu manfaat atau terlepas dari padanya 

kerusakan. Sebagimana dikutip oleh Rahmad Syafi‟i
1 di dalam kitab 

Lisa>n al-Ara>b bahwa al-mas}lah}ah juga merupakan bentuk tunggal 

(mufra>d) dari al-mas}a>lih} ( ا لحالمصل ) Semuanya mengandung arti adanya 

manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti 

menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan 

penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.  

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi 

yang diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, 

sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin.
2
 Seperti apa 

yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: (  المصلة) yakni memelihara 

                                                           
1
 Rahmad Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117. 

2
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325. 
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tujuan syarah (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi 

memberikan definisi bahwa: (  المصللة) Memelihara tujuan syarah 

(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan 

dari manusia). 

Menurut al-Gazali, yang dimaksud maslahah dalam arti 

terminologis syar‟i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan 

syarah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, 

dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu 

yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut 

dikualifikasi sebagai maslahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat 

mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai 

mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang 

demikian dikualifikasi sebagai maslahah.
3
 

Pengertian maslahah juga dikemukakan oleh Izz al-Din Abd al-

Salam. Dalam pandangan Izz al-Din Abd al-Salam, maslahah itu 

identik dengan al-khair (kebajikan), al-naf’ (kebermanfaatan), al-husn 

(kebaikan). Sementara Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna 

maslahah dapat ditinjau dari segi urfi dan syar‟i. Menurut al-Tufi, 

dalam arti urfi, maslahah adalah sebab yang membawa kepada 

kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab 

yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar‟i, al-

                                                           
3
 Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah, (Jakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN, 2014), 314 
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maslahah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syarih, baik 

yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, maslahah 

masuk dalam cakupan maqa>sid al-syari>‘ah.
4
 

Taufiq Yusuf al-Wa„i, dalam salah satu bukunya menyebutkan 

bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh 

dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan 

maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, 

semua itu dapat dikategorikan sebagai maslahah. Berdasarkan 

penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna 

maslahah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-

manfa‘ah).
5
 

Husain Hamid Hassan, dalam bukunya Naza>ri>yyah al-Mas}lah}ah, 

berpendapat bahwa maslahah, dilihat dari sisi lafadz maupun makna 

itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di 

dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-

Raisuni dalam bukunya Naza>ri>yah al-Maqasid inda al-Imam asy-

Syatibi mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. 

Menurutnya, makna maslahah itu adalah mendatangkan manfaat atau 

menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat 

di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada 

kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah 

                                                           
4
 Ibid., 314. 

5
 Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah al-Mursalah, (Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah),  83. 
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ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn 

Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisuni, membagi maslahah ada empat, 

yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-

sebab yang membuat kebahagiaan.6 

Al-Mas}lah}ah al-mursalah menurut Muhammad Abu Zahrah 

ialah: 

 بالإعتبار أو الإلغاء المصالح الملائم  لمقاصد الشارع الإسلامي ولايشهد لها أصل خاص 
Maksudnya: “maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan 

tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, 

baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan maslahat 

tersebut”.
7
 

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur utama 

di dalam al-mas}lah}ah al-mursalah adalah: 

1. Adanya kemaslahatan yang terkandung di dalam suatu peristiwa 

atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui al-mas}lah}ah al-

mursalah. 

2. Maslahat yang terkandung di dalam peristiwa atau kasus tersebut 

tidak bertentangan dengan maqa>sid al-syari>̀ah (tujuan syariat). 

3. Tidak ada nas yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi 

untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula nas 

memerintahkan mengabaikannya. 

                                                           
6
 Ibid., 84. 

7
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, et al., Ushul Fiqih, 

Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424. 
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Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa al-mas}lah}ah al-mursalah merupakan suatu metode ijtihad 

dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam., namun tidak 

berdasarkan nash tertentu, tapi berdasarkan kepada pendekatan 

maksud diturunkannya hukum syarah (maqa>sid al-syari>ah). Jika 

dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari 

segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu 

menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan 

dalam alquran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk 

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada 

asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
8
 

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata 

dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam 

rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari 

kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu 

merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang 

selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, 

terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada 

suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada 

                                                           
8
 Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT Al-

Ma‟arif, 1986), 105-106. 
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suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, 

tetapi mudharat pada lingkungan lain.
9
 

Konsep maslahah-sebagai inti maqa>sid al-syari>ah merupakan 

alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di 

mana alquran dan sunah harus dipahami melalui metode-metode 

ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi maslahah. Konsep 

maslahah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep 

ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani 

masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang 

didasarkan kepada nas syarah (alquran dan sunah), yang nota bene 

mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan 

kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan 

demikian, konsep maslahah memberi legitimasi bagi aturan hukum 

baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks 

masalah yang tidak ditegaskan oleh nas syarah. Seberapa besar 

perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep maslahah 

tergantung pada pola penalaran hukum berbobot maslahah yang 

diterapkan para ulama fikih. 

 

 

                                                           
9
 Miftahul Arifin, Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra 

Media, 1997), 143. 
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B. Macam-macam Maslahah 

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau 

tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, 

maslahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Al-Mas}lah}ah Al-Mu’tabara>h, yakni maslahah yang diakui secara 

eksplisit oleh syara‟ dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang 

spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini 

merupakan hujjah shar‟iyyah yang valid dan otentik. Manifestasi 

organik dari jenis  maslahah ini ialah aplikasi qiya>s. Sebagai 

contoh, di dalam QS. al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman; 

                    

                    

                     

    
Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri
10

 dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci
11

, apabila mereka telah 

Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.
12

 

                                                           
10

 Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh. 
11 

Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar. 
12 

Direktur Akademik Lembaga Studi Ulama Qur‟an (LSUQ), (Bandung: Syaamil 

Quran, 2010), 35. 
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Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang 

menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya 

karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

2. Al-Mas}lah}ah Al-Mulghah, merupakan maslahah yang tidak diakui 

oleh syarah, bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syarah. 

Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang 

mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan 

setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu 

kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran 

yang demikian memang mengandung maslahah, tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, sehingga 

maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-mas}lah}ah al-

mulghah. 

3. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah, yaitu maslahah yang tidak diakui secara 

eksplisit oleh syara‟ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh 

syarah, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan 

kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, 

kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak 

diakui secara eksplisit oleh syarah dan tidak pula ditolak dan 

dianggap palsu oleh syarah Akan tetapi kebijakan yang demikian 

justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang 

universal, yakni tas}arruf al-ima>m ‘ala al-ra>’i >yyah manu>tun bi al-
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mas}lah}ah. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai 

landasan syariat, yakni al-mas}lah}ah al-mursalah. 

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam 

menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi tiga macam: 

1. Al-Mas}lah}ah Al-Dharuri>yat, merupakan kemaslahatan yang 

menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya 

dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan al-

mas}lah}ah al-dharuri>yat ini bersifat penting dan merupakan suatu 

keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan 

merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa 

dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya 

manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini 

tidak dimilikinya. 

2. Al-Mas}lah}ah al-haji>yat, adalah kemaslahatan yang menduduki 

pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang 

diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan 

menimpa mereka. Al-Mas}lah}ah al-haji>yat jika seandainya tidak 

terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi 

serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan 

kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani 

kehidupannya. Contoh sederhana dari al-mas}lah}ah al-haji>yat yaitu 

Allah Swt telah memberikan keringanan-keringanan dalam 

beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan 
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perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila 

melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama‟ serta 

mengqashar salat lima waktu. 

3. Al-Mas}lah}ah al-tahsini>yat, adalah kemaslahatan yang menempati 

pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat 

menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan 

yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maslahah ini, seseorang 

dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang 

dalam memenuhi maslahah ini tidak mengakibatkan rusaknya 

tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak 

menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. 

 

C. Landasan Hukum Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah 

Sumber asal dari metode al-mas}lah}ah al-mursalah adalah 

diambil dari alquran maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, 

seperti pada ayat-ayat berikut: 

1. QS. Yunus: 57 

                       

           
Artinya; ‚Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit 

(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman‛.
13

 

 

                                                           
13

 Ibid., 215. 
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2. QS. Yunus; 58 

                     

    
Artinya: Katakanlah, "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-

Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
14

 

3. Al-Baqarah; 220 

                        

                    

                
Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya 

kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan 

mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan 

mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui 

siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. 

dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan 

kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.
15

 

 

Sedangkan nash dari sunah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode al-mas}lah}ah al-mursalah 

adalah sunah nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Ibn 

Majjah yang berbunyi: 

                                                           
14

 Ibid., 215. 
15

 Ibid., 35. 
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 ن  ى ع  ف  ع  لُ ا   ر  اب  ج   ن  ع   مرُ ع  ا مُ ن   أ  ب  ن  . ا   الرزاق  دُ ب  ا ع  ن  دثل  , ح   ي  ي    ن  ب   مدُ ا مُ  ن  دثل  ح  
 ر  ر  ض  : لا   ةم  س   و   ه  ي  ة  ع   ةى اللُ ص   الل   لُ و  سُ ر   ال  : ق   ال  ق   باس  ع   ن  ب  ا   ن  ع      م  ر  ك  ع  
 ر  ار  ض  لا  و  
 

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa 

Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari 

Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh 

membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula 

membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) 

 

Atas dasar alquran dan sunah di atas, maka menurut Syaih 

Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fikihiyyah hanya 

dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: 

  ا   ء  ر   د   .1
  د  اس  ف  لم

Maksutnya: “Menolak segala yang rusak”. 

  ا   بُ ة  ج   .2
  ح  ال  ص  لم

Maksutnya: “Menarik segala yang bermasalah”.
16

 

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah 

kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan 

menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah: 

  الُ ز  يلُ  ر  ن الضر  ا   .1
Maksudnya: “Sesungguhnya kemazdaratan itu harus 

dihilangkan” 

  ر  الضر  ب   الُ ز   يلُ لا   ر  ن الضر  ا   .2
Maksudnya: “Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh 

dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula”. 

  ا   ء  ر   ن د  ا  و   .3
  ا   ب  ة  ى ج  ة  ع   دم  ق  مُ  ة  د  س  ف  لم

        ة  ص  لم
                                                           
16

 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asba>h wa al-Naz}a>ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 

1987), 31. 
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Maksudnya: “Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus 

didahulukan atas menarik kemaslahatan” 

  امع  ال  ر  لضر  ا   ع  ف   د  ل   لُ م  ت  اص يُ  ل  ا   ر  ن الضر  ا   .4
Maksudnya: “Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus 

dipikul untuk menolak kemazdaratan umum”. 

  ن  ي  ر  ف الضر  خ  ا   بُ ك  ت  ر  يلُ  نهُ ا   .5
Maksudnya: “Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) 

kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan”. 

  ا   حُ ي  ب  تُ  ات  ر  و  ن الضرُ ا   .6
  ات  ر  و  ظُ    لم

Maksudnya: “Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa 

dilakukan) membolehkan yang terlarang”. 

  ة  ر  و  الضرُ     ل  ز  ن  مُ  لُ ز  نل  تلُ     اج  ل  ن ا  ا   .7
Maksudnya: “Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat 

darurat”.  
  ع  و  فلُ ر  م   ج  ر  ل  ن ا  ا   .8

Maksudnya: “Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan”. 

ُ ن ا  ا   .9
  ر  يل  س  التي   بُ ة  ت    ق   ش  لم

Maksudnya: “Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap 

kemudahan”.
17 

.  

D. Syarat Kehujjahan Maslahah al-Mursalah 

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang 

perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam al-mas}lah}ah al-

mursalah maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan 

penggunaannya sebagai dalil syarah. Sebagian mereka menerima dan 

sebagian lain menolaknya. 

Al-Mas}lah}ah al-mursalah sebagai metode hukum yang 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses 

                                                           
17

 Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373. 
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secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan 

kata lain al-mas}lah}ah al-mursalah merupakan kepentingan yang 

diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari‟ah yang 

mendasar. Karena syari‟ah sendiri ditunjuk untuk memberikan 

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk 

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya al-mas}lah}ah al-

mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu: 

1. Al-Mas}lah}ah Al-Dharuri>yat, (kepentingan-kepentingan yang esensi 

dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. 

2. Al-Mas}lah}ah al-haji>yat, (kepentingan-kepentingan esensial di 

bawah derajatnya Al-Mas}lah}ah al-dharuri>yat), namun diperlukan 

dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan 

kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan 

kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan 

kesempitan dan kesukaran baginya. 

3. Al-Mas}lah}ah al-tahsini>yat, (kepentingan-kepentingan pelengkap) 

yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan 

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu 
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membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan 

hidupnya.
18

 

 

Untuk menjaga kemurnian metode al-mas}lah}ah al-mursalah 

sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi 

penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang 

terkandung dalam nas (alquran dan sunah) baik secara tekstual atau 

kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan 

manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini 

harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan 

hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara 

seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat 

kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga 

dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam 

menggunakan al-mas}lah}ah al-mursalah baik secara metodologi atau 

aplikasinya. 

Adapun syarat al-mas}lah}ah al-mursalah sebagai dasar legislasi 

hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 

1. Menurut Imam al-Malikiy 

a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai 

sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. 

Dalam artian kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang 

                                                           
18

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, et al., Ushul Fiqih, 

Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426. 
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digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-

tujuan orang-orang yang menggunakan al-mas}lah}ah al-

mursalah. Sementara al-mas}lah}ah al-mursalah sendiri tidak 

meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan 

tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qath‟iyyah. 

b. Maslahat itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang 

sesuai dengan pemikiran yang rasional. 

c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dengan kata lain, 

jika maslahat itu tidak diambil, manusia akan mengalami 

kesulitan.
19

 

 

2. Menurut Imam al-Ghazali 

a. Al-Mas}lah}ah al-mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan 

syarah, 

b. Al-Mas}lah}ah al-mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan 

nas syarah (alquran dan sunah). 

c. Al-Mas}lah}ah al-mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri 

atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan 

umum masyarakat.
20

 

 

                                                           
19

 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group,  2010), 130. 
20

 Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: 

Walisongo Press, 2008), 24. 
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3. Menurut Imam asy-Syatibi 

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada 

dalam ketentuan syarih yang secara ushul dan furu‟nya tidak 

bertentangan dengan nas. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan 

dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang 

ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang 

ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam 

nash. 

c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

daruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Metode maslahah adalah 

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan. sesuai firman Allah QS. Al-Hajj ayat 78: 

                        

                    

                        

                   

                   

Artinya: “dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad 

yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia 

sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 

telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari 
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dahulu
21

, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul 

itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi 

saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, 

tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia 

adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan 

sebaik- baik penolong”.
22

 

 

4. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan 

maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan 

penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-

benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. 

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

perorangan, tetapi untuk orang banyak. 

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh 

nash (alquran dan sunah) serta ijma‟ ulama.
23

 

 

5. Menurut Jumhur Ulama 

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syarah karena beberapa 

alasan: 

a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah 

mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya 

kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak 

                                                           
21

 Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi 

Muhammad s.a.w. 
22 Direktur Akademik Lembaga Studi Ulama Qur‟an (LSUQ), (Bandung: Syaamil 

Quran, 2010), 341. 
23

 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah 

kaidah Hukum Islam, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  125. 
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diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan 

yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia 

yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda 

akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak 

dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal 

tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 

di setiap tempat dan masa. 

b. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan 

peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin 

dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bersama. 

 

Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan Imam 

Malik bin Anas, yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor al-

mas}lah}ah al-mursalah. Menurut Imam Malik, al-mas}lah}ah al-

mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syarah dengan alasan 

sebagai berikut: 

a. Para sahabat banyak yang menggunakan al-mas}lah}ah al-

mursalah di dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat 

hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan alquran, Khulafa 

al-Rasyidin yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi 

kepada para tukang, Umar bin Khaththab yang memerintahkan 

para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari 
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kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin 

Khaththab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur 

dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang 

mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan 

hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah 

yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka 

melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama. 

b. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. 

Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan 

syariat. Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan 

tujuan syariat. 

c. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 

mengandung maslahat selama berada di dalam konteks maslahat 

syar'iyyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami 

kesulitan dan kesempitan, padahal Allah Swt. tidak 

menghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana dikemukakan 

Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah 

ayat 185 dimaksud berbunyi:  
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Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 

Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al 

Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 

bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 

tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa 

pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 

(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas 

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur”.
24

 
 

E. Pendapat Ulama 

Jumhur Ulama bersepakat bahwa al-mas}lah}ah al-mursalah 

adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum 

Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi‟iyyah mensyaratkan 

tentang maslahah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiya>s, yaitu 

sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan 

juga terdapat illat mundhabi>th (tepat). Sehingga dalam hubungan 

hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. 

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan 

yang dibenarkan syarah, tetapi mereka lebih leluasa dalam 

mengganggap maslahah yang dibenarkan syarah ini, karena luasnya 

mereka dalam soal pengakuan syarih (Allah) terdapat illat sebagai 

                                                           
24

 Direktur Akademik Lembaga Studi Ulama Qur‟an (LSUQ), (Bandung: Syaamil 

Quran, 2010), 24. 
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tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab 

hampir tidak ada al-mas}lah}ah al-mursalah yang tidak ada dalil yang 

mengakui kebenarannya.
25

 

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak 

membentuk hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan 

ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia 

mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar 

pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi 

haruslah termasuk bidang muamalah, sehingga kepentingan yang 

terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut 

tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan 

tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syariah dan tidak boleh 

bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, 

bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan 

darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal 

pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, 

jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat 

berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan 

hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.
26

 

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui 

apa yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan 

Syafi‟iyah berupaya memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka 

                                                           
25

 Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas 1993), 196- 197. 
26

 M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. 

Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam, Cet, 1, (Bandung: Pustaka, 1985), 48. 
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dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati 

dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan 

Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri 

dengan nama al-mas}lah}ah al-mursalah. 

Al-Mas}lah}ah al-mursalah adalah suatu maslahat yang tidak ada 

ketetapan hukumnya secara tegas di dalam nas; juga tidak ada perintah 

atau larangan untuk mewujudkannya. Imam Syafi'i sendiri tidak 

membicarakannya secara khusus. Karena itu, untuk mengetahui 

pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah ini dapat dilihat dari 

konsep qiya>s yang diajukannya.  

Apabila diperhatikan konsep Imam Syafi'i tentang qiya>s dan 

dihubungkan dengan masalah kemaslahatan umat manusia yang 

merupakan tujuan dari diturunkannya syariat ke muka bumi dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:. 

1. Penetapan suatu hukum melalui qiya>s pada hakekatnya adalah 

dalam rangka mewujudkan maqa>s}id al-syari>ah, dan inti dari tujuan 

syariat ialah al-mashlahah. 

2. Qiya>s adalah pengambilan hukum dari nas secara maknawi 

(ma'qu>l), bukan secara literal (z}ahir). Karena itu, qiya>s pada 

hakekatnya adalah pengamalan terhadap nas, dan setiap nas syariat 

mengandung maqa>s}id al-syari>ah (tujuan syariat). 

3. Orang yang boleh melakukan qiya>s adalah orang yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu, termasuk mengetahui maqashid yang 
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terkandung di dalam nas syariat. Karena itu, mujtahid yang 

menggunakan qiyas harus berpegang dan berorientasi kepada 

maqa>s}id al-syari>ah. Ia tidak boleh mengabaikan, apalagi 

bertentangan dengan maqa>s}id al-syari>ah tersebut. 

4. Pembagian qiya>s kepada aqwa>, musawi>, dan adh'af menunjukkan 

bahwa orientasi qiya>s yang dikonsepkan oleh Imam Syafi'i adalah 

kepada maslahah; dalam arti, qiya>s dilakukan dengan melihat dan 

memperhatikan secara serius kepada aspek mashlahah sehingga ada 

pengqiyasan karena tingkatnya lebih tinggi, ada pengqiyasan 

karena tingkatnya sama, ada pula pengqiyasan yang tingkatnya 

lebih rendah. 

Semua itu mempunyai keterkaitan dengan perwujudan maqa>s}id 

al-syari>ah. Inti dari al-mas}lah}ah al-mursalah adalah maslahat itu 

sendiri, hanya nas tidak menyinggung sama sekali kejadian atau 

peristiwa yang mengandung maslahat tersebut sehingga timbul 

berbagai pandangan ulama tentang kehujahan al-mas}lah}ah al-

mursalah. Konsep qiya>s yang dikemukakan Imam Syafi'i pada 

dasarnya bertolak dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia. Karena itu, orientasi penerapan qiya>s pun ditujukan untuk 

kemaslahatan umat manusia tersebut. Dengan demikian, konsep ini 

sejalan dengan hakekat al-mas}lah}ah al-mursalah. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM JUDICIAL 

REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

A.  Mahkamah Konstitusi 

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, 

yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini 

tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia 

sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, 

menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme 

yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar di Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 

Muhammad Yamin mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung 

perlu diberi kewenangan untuk “membanding” Undang-Undang. Namun ide 

ini ditolak oleh Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang 

dianut dalam UUD NRI 1945 yang tengah disusun bukan merupakan 

konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep 

pembagian kekuasaan (distribution of power), (ii) tugas hakim adalah 
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menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) 

kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang 

bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli 

mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review. 

Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD NRI 1945. 
1
 

Kemudian, pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di era 

reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi 

muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi 

telah menyebabkan beralihnya supremasi MPR ke supremasi konstitusi.
2
 

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstusi (MK) diawali dengan diadopsinya 

ide MK (consitusional court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dam 

pasal 7B Undnag-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan 

pada 9 September 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu 

perkembangan pemikiran hokum dan kenegaraan modern di abad ke-20.  

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, 

yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, 

keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi 

kekuasaan pembetukan undangundang yang dimiliki oleh Dewan 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: 

Konpress 2005), 29. 
2
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 187. 
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Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini menjadi penting agar 

undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat 

di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Serta pergeseran 

sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR 

menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. 

Karenanya memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang 

memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannnya. Lembaga yang paling 

sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.
3
 

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu lembaga 

kekuasaan kehakiman, membawa dampak yang baik dalam ketatanegaraan 

Indonesia. Sejalan dengan gagasan penguatan checks and balances di dalam 

ketatanegaraan khususnya di dalam ruang lingkup legislatif, eksekutif dan 

judikatif sebagai prinsip pemisahan kekuasaan sesuai dengan fungsinya 

masing-masing yang terlihat dari kewenangan dan kewajibanya dalam hal 

menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi 

merupakan jawaban atas keinginan selama ini, lembaga judisial yang 

sebelumnya sama sekali tidak dapat melakukan pengujian undang-undang 

atas UUD 1945 dan sekarang diperbolehkan melakukan pengujian.
4
 

 

 

                                                           
3
 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010),  7.  
4
  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 187. 
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2. Kedudukan, Fungsi dan wewenang MK 

Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan 

eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam 

perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam 

tiga kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai 

kekuasaan kehakiman.
5
 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman 

diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 

NRI 1945].  

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan 

kehakiman lain yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga 

negara dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari 

prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Lembaga-lembaga 

negara dari cabang kekuasaan lain misalnya Presiden, MPR, DPR, DPD, 

dan BPK. 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang 

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah peradilan untuk menegakkan 

                                                           
5
 Ibid., 9. 
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hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang lebih spesifik dapat 

ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan 

supremasi dan konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang 

ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu 

sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma 

dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain 

prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta 

perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani 

perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka 

menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 

dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan 

Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap 

pengalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda atas konstitusi.
6
 

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan 

pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah 

Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar 

belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada 

keberadaan Mahkama Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, 

yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), 

                                                           
6
 A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119. 
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penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung 

hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak 

konstitusional warga (the prtector of the citizen’s constitutional rights), dan 

pelindung demokrasi (the protector of democracy).
7
 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4(empat) 

wewenang yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, berikut 

ini: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya 

diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik,dan 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki 1 (satu) kewajiban 

wajib yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan 

tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diduga: 

a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: 

i. Pengkhianatan terhadap negara; 

ii. Korupsi; 

iii. Penyuapan; 

                                                           
7
 Maruar Siahaan,. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 10. 
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iv. Tindak pidana berat lainnya; 

b. Perbuatan tercela; dan/atau 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. 

 

B. Judicial Review Oleh Mahkamah Kontitusi 

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi 

berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan 

waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, 

pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van der rechter atau 

judicial review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), dan 

pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).
8
 

Objek pengujian judicial review oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

UndangUndang. Judicial review menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya 

pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh 

cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka 

penerapan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan 

kekuasaan (separation of power). 

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, salah 

satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

                                                           
8
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 2-3. 
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terhadap UUD NRI 1945. Kemudian dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa, ‚Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik 

dikenal adanya 2 (dua) macam hak menguji (toetsingsrecht), yakni hak 

menguji formal (formale toetsingsrechti) dan hak menguji material (materiele 

toetsingsrecht). Dalam pembahasan perubahan UUD NRI 1945, istilah menguji 

material juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini 

menjadi sangat sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus 

UUD NRI 1945 menggunakan istilah ‚menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar‛ tanpa pencantuman kata ‚material.
9
 

Judicial review pada dasarnya merupakan kewenangan mula-mula dan 

paling utama Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji undang-undang 

merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, betapapun variatifnya 

kewenangan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Melalui 

kewenangan ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi 

maka harus dinyatakan bertentangan dengan terhadap UUD 1945. Di sinilah 

tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar konstitusi sebagai the supreme 

law of the land dipatuhi dan terjelma dalam praktik bernegara. 

Pengujian undang-undang atau lebih dikenal dengan sebutan judicial 

review jika diberikan kewenangannya kepada MPR, akan memiliki banyak 

kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan 

                                                           
9
 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 133. 
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sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak 

ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah 

menjadi masalah politik serta MPR menguji undang-undang pada dasarnya 

menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR. 

Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika 

dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk 

negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat 

mustahil inkonstitusional.
10

 Pada kasus ini Jimly Asshiddiqie menguraikan 

fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan penjaga konstitusi. Lebih 

jauh Jimly mengatakan
11

: “Dalam konteks ketatanegaraa, Mahakamah 

Konstitusi di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi 

menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat Mahkamah 

Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan 

dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung 

jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi 

berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai 

keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.” 

Oleh karena itu pengujian Undang-Undang tersebut menjadi suatu bagian 

tersendiri atas hak bagi warga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga 

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir sekaligus penguji Undang-Undang 

tersebut, memiliki kewenangan akan membatalkan atau tidaknya suatu 

                                                           
10

 http://miftakhulhuda.wordpress.com .Di akses tanggal 30 Mei 2018 
11

 Jimly Asshiddiqie, Cetak Biru, Membangun Konstitusi, sebagai InstitusiPeradilan Konstitusi 

yang Modren dan Terpercaya, Sekretariat Jendral NKRI, 19. 
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pengujian terhadap Undang-Undang yang diajukan pemohon untuk diuji 

kembali keabsahannya.  

 

C. Ultra Petita 

Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai 

penjatuhan putusan  atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih 

daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat 

(3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.
12

  Sedangkan, ultra Petita 

menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.
13

 

Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai 

ultra petitum partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) 

RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh 

mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut 

Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun 

petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni 

bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, 

maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan 

hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan 

umum (public interest).
14

 

                                                           
12

 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), 34. 
13

 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522. 
14

. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801. 
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Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan 

Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi 

putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat 

satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non ultra petita tidak berlaku secara 

mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya  harus bertindak secara aktif 

dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar 

menyelesaikan perkara.
15

 

Menurut Jimly Asshiddiqie larangan ultra petita hanya berlaku larangan 

dala lapangan hukum perdata dan Mahkamah Konstitusi dapat memutus hal 

yang tidak langsung diminta jika jantung undang-undang itu sendiri dinyatakan 

jelas bertentangan dengan UUD 1945.
16

 Akan tetapi dilain sisi Mahfud MD 

menjelaskan bahwasanya larangan membuat ultra petita tersebut tidak hanya 

ada di dalam hukum perdata, tetapi juga berlaku bagi pengujian undang-

undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, kalau ultra 

petita dibolehkan maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa 

mempersoalkan apapun isi undang-undang yang tidak dipersoalkan oleh 

siapapun, dengan alasan bahwa masalahnya sangat penting dan diperlukan 

untuk kebaikan. 

Menurut Mahfud MD, dengan menelusuri latar belakang sejarah 

pembentukan Mahkamah Konstitusi dan risalah-risalah persidangan PAH I 

MPR (yang membuka amandemen) ketika mediskusikan kekuasaan 

kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam 

                                                           
15

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 802. 
16

 MOH. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amademen Konstitusi, 

(Jakarta;LP3ES), 2007, 73. 
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melaksanakan hak uji materi ada batasan minimal hal-hal yaitu sebagai 

berikut:
17

 

1. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi 

yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan 

sebuah undang-undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan 

dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapa pun Mahkamah Konstitusi 

mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU 

atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu tidak boleh 

dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif. 

2. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal 

atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni 

yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Jika 

UUD, misalnya, menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah 

(pilkada) harus dilakukan secara demokratis yang ketemtuan-ketentuannya 

dapat diatur oleh atau di dalam UU, maka Mahkamah Konstitusi tak boleh 

membatalkan seandainya isi UU tentang pemilihan kepala daerah dilakukan 

secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau Mahkamah 

Konstitusi melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tak 

boleh dilakukannya. 

3. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tak boleh memutus hal-hal 

yang tidak diminta (ultra petita). Betapa pun Mahkamah Konstitusi melihat 

ada sesuatu yang penting dalam suatu permintaan dan dianggap penting 

                                                           
17

 Ibid., 98-99. 
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untuk diminta maka jika hal itu tidak tidak diminta untuk diuji, Mahkamah 

Konstitusi tidak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan maka, selain 

melanggar prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus hal 

yang secara jelas diminta, Mahkamah Konstitusi juga melanggar asas umum 

di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemerikasaan harus diuraikan 

dalam posita yang jelas yang juga dimuat di dalam peraturan Mahkamah 

Konstitusi sendiri. 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memutus Ultra Petita 

1. Dasar pertimbangan filosofis 

Dasar pertimbangan filosofis ini teridentifikasi dengan 

dimasukkannya permohonan subsidair yang berbunyi: “Apabila pengadilan 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”. 

Manakala pemohon mengajukan permohonan demi keadillan atau putusan 

seadiladilnya, maka secara hukum dapat dianggap pemohon mengajukan 

kepada MK untuk mengabulkan hal yang tidak diminta atau melampaui 

permohonan pemohon. Sebagaimana diketahui bahwa secara filosofis tujuan 

hukum adalah untuk keadilan, di samping kepastian dan kemanfaatan, oleh 

karena itu hukum harus benar-benar mencerminkan tujuan filosofis tersebut, 

baik melalui undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang. 

Di Indonesia, keadilan merupakan hak konstitusional warga negara, 

hal ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 

yang dirumuskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
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perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.” Sehubungan dengan hal ini, maka keadilan selalu berada 

dalam garis depan dalam setiap perjuangan menegakkan hak-hak 

masyarakat maupun dalam konteks penegakan hukum. Keadilan selalu 

menjadi simbol perjuangan rakyat ketika berhadapan dengan penguasa yang 

dianggap telah melakukan perampasan hak-hak normatif masyarakat. 

Keadilan merupakan istilah yang lazim dipergunakan dalam hubungan 

antara rakyat dan pemerintah.
18

 Plato mengemukakan bahwa : “keadilan 

sebenarnya merupakan masalah “kesenangan” (convenience) yang berbeda-

beda atau bahkan saling bertentangan antara satu orang dengan orang 

lainnya, akhirnya keadilan hanyalah suatu bentuk kompromi.
19

  

Bagi Plato keadilan adalah kebajikan yang mengandung keselarasan 

dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan 

argumentasi rasional. Selanjutnya Plato membagi kebajikan sebagai berikut: 

a) kebijaksanaan atau kearifan; b) keberanian atau keteguhan hati; c) 

kedisiplinan; serta keadilan.
20

 Kebijaksanaan merupakan unsur yang sangat 

perlu dipertimbangkan oleh hakim apabila dirinya dihadapkan kasus hukum 

yang harus diselesaikan. 

Selanjutnya J. Bentham, John Stuart Mill, dan David Hume 

mengajarkan bahwa kebahagiaan (happiness) sebagai tujuan hukum 

merupakan prinsip untuk mengukur keadilan hukum. Keberadaan 

                                                           
18

 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 

1987), 92. 
19

 Ibid., 92. 
20

 Sudarsono, Ilmu Filsafat suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),  271. 
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kelembagaan negara, termasuk institusi sosial, dan institusi hukum harus 

diukur dari segi kemanfaatannya, unsur manfaat menjadi ukuran atau 

kriteria bagi seseorang untuk mentaati hukum. Selanjutmya John Stuart Mill 

menyatakan:”….and the test of what laws there ought to be, and what laws 

ought to be, was utility.
21

 Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila bersifat adil. Keadilan bukan hanya 

sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.
22

 

Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan hukum atau legal justice, 

tetapi juga keadilan sosial atau social justice.  

Pertimbangan keadilan ini nampaknya didasarkan pada ketentuan 

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dirumuskan: ”Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan juga memperhatikan ketentuan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dirumuskan: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya substansi ketentuan 

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dituangkan 

kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi, yang dirumuskan: “Mahkamah Konstitusi 

memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. 

Mahkamah menyatakan bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus 

                                                           
21

 Ibid., 271. 
22

 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: 

Mandar Maju, 2001), 93. 
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menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas 

manfaat, sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi 

undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap 

berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. 

2. Dasar pertimbangan teoritis 

Dalam keilmuan hukum, dua pengaruh tradisi Civil Law System dan 

common Law System merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi, 

bahkan secara jujur harus diakui kedua sistem hukum ini cukup aktif dan 

efektif mempengaruhi perkembangan sistem hukum bagi hampir semua 

negara di dunia ini. 

Pada tradisi keilmuan hukum Continental Law System, pengembangan 

hukumnya dilakukan melalui tradisi pembentukan produk peraturan 

perundangan formal, yang dibentuk secara formal oleh badan legislatif. 

Tradisi pembentukan undang-undang demikian didasarkan asas legalitas 

yang mengedepankan kepastian hukum, yang disandarkan pada hukum 

positif. Pada tradisi Civil Law System berusaha secara maksimal semua 

permasalahan diatur dengan undang-undang, sehingga di awal 

perkembangannya hukum disejajarkan dengan undang-undang, keabsahan 

hukum disamakan dengan keabsahan undang-undang (rechtmatigheid sama 

dengan wetmatigeheid).
23

 

Menurut paradigma positivisme, hukum positif merupakan aturan 

yang tertulis di dalam sebuah undang-undang atau peraturan perundangan 

                                                           
23

 Ach. Rubaiem dkk, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, 

Nomor 1, Maret 2014, 97. 
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formal lainnya. Hukum dipahami sebagai “law as what written in the book” 

(dan tidak pernah dipahami sebagai sebuah gejala yang hidup di dalam 

masyarakat). Hukum merupakan penetapan kaitan-kaitan logis antara 

kaidah-kaidah dan antara bagian-bagian yang ada dalam hukum. Setiap 

istilah yang dipakai selalu didefinisikan secara tegas,
24

 dan mudah dipahami 

oleh masyarakat sebagai stakeholder. 

Indonesia merupakan negara penganut Mix Legal System, sebab di 

samping berlaku hukum negara (state law) atau hukum undang-undang 

(statute law), juga berlaku hukum agama (religious law), hukum adat (adat 

law), dan juga hukum kebiasaan (customary law). Bahkan dalam beberapa 

kasus, hukum adat dan hukum kebiasaan, sebagai hukum yang hidup di 

dalam masyarakat (the living law) ini sering mengesampingkan berlakunya 

hukum undang-undang (state law). Ketidakmampuan hukum positif 

memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang disebabkan oleh 

sifatnya yang kaku, formal, dan tertutup menyebabkan tidak leluasanya 

penerap hukum (hakim) dalam menjalankan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

Ketidakmampuan hukum positif yang demikian menyebabkan 

sebagian dari kalangan akademisi, dan praktisi mencoba mendekatkan diri 

pada aliran hukum yang lain, yaitu hukum empiris. Bahkan tidak sedikit 

yang merasa menemukan dunia hukum yang sebenarnya pada aliran hukum 

ini. Oliver Wendel Holmes yang berpendapat bahwa seorang ahli hukum 

                                                           
24

 Yulius Stone dalam Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologi, (Semarang: 

Suryandaru Utama), 2005, 2. 
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harus memahami bahwa gejala kehidupan sebagai suatu yang realistis, 

hukum tidak selamanya netral atau bebas nilai (free value). Hukum 

memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur lain, tidak steril dari unsur-unsur 

non hukum, termasuk situasi dan kondisi di mana hukum tersebut berlaku.  

3. Dasar pertimbangan yuridis 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran trias politika, kekuasaan 

negara dibagi ke dalam 3 (tiga) kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan 

legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, dengan mekanisme 

checks and balances. Tujuan pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan terjadinya penumpukan kekuasaan negara yang dapat 

melahirkan pemerintahan abolutisme, yang menurut Lord Acton, power 

tends to corrupt, but the absolutely power absolutely corrupts.
25

 

Landasan yuridis wewenang kekuasaan yudisial, yang selanjutnya 

disebut dengan istilah kekuasaan kehakiman, di Indonesia secara 

konstitusional diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 

yang dirumuskan, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaanyang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) tersebut bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka, dengan tujuan 

menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks pelaksana kekuasaan 

kehakiman, MK dalam menyelenggarakan peradilan, juga bertujuan tidak 

                                                           
25

 Ach. Rubaiem dkk, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, 

Nomor 1, Maret 2014, 99. 
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saja menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Dalam konteks 

menegakkan keadilan itulah, Mahkamah Konstitusi lebih menitikberatkan 

pada tujuan menegakkan keadilan substantif (substantive justice) daripada 

keadilan prosedural (procedural justice) , dengan alasan karena keadilan 

berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-

prosedural.  

Paradigma yang dianut hakim konstitusi di MK telah sesuai dengan 

tugas hakim untuk selalu menggali nilai-nilai keadilan substantif di 

masyarakat dalam menghadapi berbagai perkara hukum. Di samping itu, 

tujuan dan fungsi dari MK adalah memberikan perlindungan hak asasi 

manusia, sebagaimana termaktub pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Sebagai tindak lanjut atau aturan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat 

pada pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, dijabarkan pada Pasal 

45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus 

perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.  

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi, sebagai pemegang 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, guna menegakkan hukum dan 

keadilan, serta menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum, maka Mahkamah Konstitusi, dalam memeriksa, mengadili dan 
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memutus perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan alat bukti dan 

keyakinan hakim, dapat membuat putusan bersifat ultra petita atau melebihi 

dari tuntutan pemohon, sepanjang dalam petitum pemohon memohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

E. Putusan 

Putusan No. 102/PUU-VII/2009 ini dijatuhkan dalam perkara 

permohonan Judicial Review Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang 

Dasar yang diajukan oleh Rafly Harun dan Maheswara Prabandono yang 

selanjutnya disebut sebaga para Pemohon.  

Adapun yang melatar belakangi lahirnya putusan ini. Pemohon telah 

mengajukan permohonan ini dengan surat permohonannya pada tanggal 16 

Juni 2009 dan telah diterima dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi. Dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan; 

“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”. Para pemohon 

(Rafly Harun dan Maheswara Prabandono) adalah perorangan warga negara 

yang telah berusia 17 tahun dan sudah menikah. Berdasarkan ketentuan UU 

No. 42 th. 2008, kedua pemohon ini memiliki hak memilih dalam pemiloihan 

umum presiden dan wakil presiden. Tetapi pada pemilihan Umum DPR, DPD, 

dan DPRD pada tanggal 9 April 2009 para pemohon tidak dapat memilih yang 

dikarrekan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
26

 

                                                           
26

 Putusan 102/PUU-VII/2009 
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UU No. 42 tahun 2008 memuat ketentuan yang terkandung dalam pasal 

28 dan 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi; 

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih ”. 

Dan pasal 111 ayat (1); 

“pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi; a. 

Pemilih yang telah trdaftar pada Daftar Pemilihi Tetap pada TPS yang 

bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. 

Dan dengan adanya pasal 28 dan 111 ayat (1) UU 42/2008, hak 

konstitusional para pemohon yaitu hak memilih berpotensi untuk dirugikan. 

Para pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemillihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum 

dalam Daftar Pemiliih Tetap (DPT). Dengan demikian para pemohon memiliki 

kepentingan terhadap Judicial Review No 42/2008 tentang Pemiliihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, terutama pengujian pasal 28 dan ayat 111 ayat 

(1). 

Dengan demikian telah jelaslah bahwa pasal 28 dan 111 ayat (1) 

UU42/2008 telah menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 

17 tahun da/atau sudah menikah. Padahal hak memilih adalah hak yang dijamin 

konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Mahkamah dalam putusan perkara 

No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara 

lain menyebutkan “Menimbang, bahwa hak Konstitusional warga negara untuk 

memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang 

dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka 

pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksut 

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”. 
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Hak asasi manusia adalah materi yang terdapat didalam UUD  1945. 

Sebelum disahkannya perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat pasal XA 

tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak 

asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam pasal 27 ayat 

(1) yang menyatakan, “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) adalah 

ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada  

kurun waktu 1992-2002. Bahkan eksistensinya makin diperkuat dengan 

diadopsinya ketentuan pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) perubahan kedua UUD 

1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta dilakukan yang sama 

dihadapan hukum; (3) Setiap  warga negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 28 dan 111 

ayat (1) yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau 

tercantum sebagai DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak 

konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan 

dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dnegan pasal 27 ayat (1) UUD 

1945 dan pasal 28D ayat (1) dan (3) perubahan kedua UUD 1945 dan tidak 

mempunyai keuatan hukum yang mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan 

bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih 

sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. 
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Dalam permohonan ini Mahkamah berpendapat bawwa hak para 

pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan 

Mahkamah dibuka yaitu Dua hari sebelum pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden ternyayta para pemohon belum mendapat kepastian untuk dapat 

menggunakan hak memilihnya, sebab para pemohon belum mendapatkan 

informasi apakah para pemohon telah masuk dalam DPT dan para pemohon 

juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat 

Pemunguutan Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat 

kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksut telah dipenuhi, sehingga para 

pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo. 
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BAB IV 

PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM JUDICIAL REVIEW OLEH 

MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH AL-

MURSALAH 

A. Analisis 

1. Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas salah satu yang menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji  Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 

1945 dan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menyatakan:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”. 

Hal ini menjadi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Undang-Undang 

terhadap UUD NRI 1945. 

Selama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Mahkamah 

Konstitusi sudah beberapa kali membuat putusan yang bersifat Ultra Petita.  

Pijakan hukum ultra petita diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het 

Herziene Indonesisch Reglement serta padananya dalam pasal 189 ayat (2) 

dan (3) Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in the Gewesten Buiten 

Java en Madura (RBG), yang dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua 

aspek, pertama, hakim dilarang untuk mengabulkan atas hal-hal yang tidak 
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diminta oleh penggugat, dan kedua, hakim dilarang untuk mengabulkan 

lebih dari yang diminta oleh penggugat. 

Sebagai pelaku kekuaasan kehakiman, fungsi konstitusional yang 

dimiliki oleh MK adalah peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Fungsi MK yang lebih spesifik dapat ditelusuri dari latar belakang sejarah 

pembentukannya, yaitu menegakkan supremasi dan konstitusional. Oleh 

karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan 

Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak 

hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi 

prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan 

demokrasii, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak 

konstitusional warga negara.  

Dalam putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 pemohon menyatakan 

bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan 

hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah 

kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi 

sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 011-

017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain 

menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk 

memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak 

yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi 

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan 
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akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga 

negara.” 

Hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. 

Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA 

tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam 

hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 

ayat (1) yang menyatakan: 

 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.”  

Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi 

gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, 

eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D 

ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.” 

Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama 

dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak 

memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap 

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 
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umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang mengharuskan warga negara 

terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih 

telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan 

karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan 

Kedua UUD 1945. 

Berdasarkan uraian di atas, pemohon meminta agar mengabulkan 

permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Pasal 111 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat 

(1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap 

dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. 

Dengan permintaan dari para pemohon Mahkamah Konstitusi 

memutuskan yang didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 
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konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak 

terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 

a. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga 

Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan 

hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara 

Indonesia yang berada di luar negeri;  

b. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi 

dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 

c. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan 

KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan 

alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 

d. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, 

sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri 

pada KPPS setempat;  

e. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan 

KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya 

pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

Maka dalam putusan tersebut sangat jelaslah bahwa Mahkamah 

Konstitusi melakukan putusan yang bersifat Ultra Petita. Adapun alasan 

yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya putusan yang 

bersifat ultra petita yakni, pertama bahwa ketentuan yang mengharuskan 
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seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan 

hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih 

(right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah 

berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah 

ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi. Kedua, 

pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan 

oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit sedangkan penggunaan 

KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi 

Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan 

alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. 

Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan 

KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat 

diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk 

hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga 

beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui 

legislative review pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR 

berikutnya.  

Berdasarkan uraikan diatas, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan ultra petita adalah (a) alasan filosofis dalam rangka 

menegakkan keadilan substantif dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara 

yang terdapat dalam UUD NRI 1945 (keadilan konstitusional), (b) alasan 

teoritis berkaitan dengan kewenangan hakim untuk menggali, menemukan 
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dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, apabila 

hukumnya tidak jelas mengatur atau sudah tidak memadai (usang), dan (c) 

adapun alasan yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 

1945 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi, bahwa bahwa MK sebagai penyelenggara peradilan bertujuan 

menegakkan hukum dan keadilan sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.
1
 

Maka dapat disimpulkan bahwa inti dari Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita adalah demi keadilan, 

kemaslahatan umat, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah 

memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang langsung 

dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan 

memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak 

pilihnya. 

 

2. Perspektif Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah Terhadap Putusan Hakim Yang 

Bersifat Ultra Petita Dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi 

No. 102/PUU-VII/2009 

 

Mewujudkan maslahah merupakan elan vital Syariah Islam. Dalam 

setiap aturan hukumnya, al-Syarih mentransmisikan maslahah sehingga 

                                                           
1
 Ach. Rubaie, dkk, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, 

Nomor 1, Maret 2014, 106. 
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lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada 

gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan 

kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, maslahah itu sesungguhnya 

adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syarah berupa 

kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syarah, bukan oleh hawa 

nafsu manusia. 

 Norma hukum yang dikandung teks-teks Syariah (nus}u>s} al-syari>‘ah) 

pasti dapat mewujudkan maslahah, sehingga tidak ada maslahah di luar 

petunjuk teks syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang 

menyatakan maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks 

Syariah. Maka, maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan 

perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks Syariah dapat 

bertumpu padanya. 

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan 

kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan 

semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada 

keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada 

kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah 

termasuk dalam syari’at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam 

dalil.
2
 

Sehingga penulis menggunakan pendekatan meninjau permasalahan 

tentang putusan hakim yang bersifat ultra petita dalam pegujian Undang-

                                                           
2
 Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo 

Press 2008), 31-32. 
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Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah menggunakan tinjauan al-

mas}lah}ah al-mursalah. 

Di dalam teori maslahah, jika dilihat dari segi keberadaannya 

maslahah ini dibagi menjadi tiga, yaitu; 

1. Al-Mas}lah}ah al-mutabara>h, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarah. 

Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai 

hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis} 

Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan 

mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan 

yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. 

2. Al-Mas}lah}ah al-mulgha>h, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarah, 

karena bertentangan dengan ketentuan syarah. Semisal terkait dengan 

hukuman Penguasa Sepanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan 

Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan 

memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, 

oleh Al-Laits Ibn Sa’ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol). 

3. Al-Mas}lah}ah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil 

yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu : (1). 

Al-Mas}lah}ah al-ghariba>h, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan 

yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci mapun 

secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan 

seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2). 

Al-Mas}lah}ah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil 

syarah atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash 

(aalquran atau sunah). 

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan 

kemaslahatan yang terkandung di dalam al-mas}lah}ah al-mursalah maka para 

ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil 

syarah. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. 

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syarah karena beberapa 

alasan: 

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti 

perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan 

yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan 

hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan 

manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan 

mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti 

perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. 
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2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-

peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin dan imam-imam 

mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
3
 

Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan Imam Malik bin 

Anas, yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor al-mas}lah}ah al-mursalah. 

Menurut Imam Malik, al-mas}lah}ah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dalil 

syarah dengan alasan sebagai berikut: 

Para sahabat banyak yang menggunakan al-mas}lah}ah al-mursalah di 

dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat hukum, seperti sahabat yang 

mengumpulkan alquran, Khulafa> al-Ra>syidu>n yang menetapkan keharusan 

menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khaththab yang 

memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya 

dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khaththab yang 

sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi 

pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para 

sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok 

atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka 

melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama. 

Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. 

Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. 

Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat. 

                                                           
3
 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (PT Al-

Ma`rif, Bandung, 1986), 107. 
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Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 

mengandung maslahat selama berada di dalam konteks maslahat syariyyah 

maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, 

padahal Allah Swt. tidak menghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana 

dikemukakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: 

                

                    

                             

                   

    

Artinya; (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, 

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 

bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan 

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 

pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah 

atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 
 

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan al-mas}lah}ah 

al-mursalah sebagai sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut 

berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma’ yang 

menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan illat 

(motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang 
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menjadian motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai 

motivasi suatu hukum. 

Seperti putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU – VII/2009 yang 

bersifat ultra petita dalam pengujian Undang-Undang. Pada putusan 

tersebut hakim telah melakukan suatu tindakan yang mana tindakan terebut 

tidak boleh dilakukan. Para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa 

memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohoon (ultra petita) itu 

diperbolehkan dengan alasan bahwa hakim melakukan putusan tersebut 

karena demi kemaslahatan publik. 

  Pada pokok permohonan dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa 

pemohon meminta agar mengabulkan permohonan para pemohon untuk 

seluruhnya, menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan 

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaktidaknya menyatakan 

bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum 

dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun 

dan/atau sudah kawin. Sedangkan nyatanya hakim tidak memutus apa yang 

diminta oleh pemohon tapi hakim mengeluarkan putusan tersebut melebihi 

apa yang di minta oleh pemohon (ultra petita). 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi kemaslahatan publik, 

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan dalam putusan yang bersifat Ultra Petita. Putusan yang 

bersifat Ultra Petita tersebut dicantumkan dalam Amar Putusan yang 

berbunyi, “selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, 

Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat 

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi Warga 

Negara Indonesia yang berada diluar negeri. 

Dari pernyataan tersebut jika ditinjau dari al-mas}lah}ah al-mursalah 

tentang hakim yang memutuskan suatu perkara bersifat ultra petita dapat 

diterima dengan alasan karena putusan hakim atau sikap yang di ambil oleh 

ahkim tersebut demi terciptanya rasa keadilan, mendatangkan kemaslahatan 

publik, memberikan kemanfaatan hukum dan menghilangkan kemudhorotan 

privat atau perorangan. Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan; 

َا ََء رََ َنَدَ ا وََ 
 
َا ََبَ لَ ىَجَ لَ عَ َدمَ قَ مَ َةَ دَ سَ فَ ل

 
ةَ حَ لَ صَ ل  

.Artinya: “Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan 

atas menarik kemaslahatan” 

Adapun syarat al-mas}lah}ah al-mursalah sebagai dasar hukum legislasi 

hukum islam Imam Malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan al-

mas}lah}ah al-mursalah supaya pemakaian al-mas}lah}ah al-mursalah tersebut 

dapat membawa manusia kepada kemaslahatan, khususnya kaum muslimin 

pada jalan yang diridlai Allah swt, yaitu; 
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1. Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil 

yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah (maqa>s}id al-syari>yyah) 

2. Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-siat yang 

sesuai dengan pemikiran rasional. 

3. Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan 

yang terjadi (raf’u h }araj la>zim). Dalam artian, seandainya mashlahah yang 

diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.
4
 

 

Dengan adanya syarat-syarat yang memperbolehkan memakai al-

mas}lah}ah al-mursalah tersebut, hakim mahkamah konsitusi mempunyai 

wewenang untuk memutus suatu hal/perkara yang bersifat ultra petita 

dengan beberapa alasan, yakni; mencegah kemudhorotan, menciptakan 

keadilan dalam memutus suatu perkara, dan mendatangkan kemaslahatan 

bagi publik atas putusan yang diberikan oleh hakim. 

 

                                                           
4
 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Syaefullah Ma’sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 

2002), 427-428. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uraian analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya Mahkamah Konstitusi dilarang untuk memutus suatu putusan yang 

bersifat ultra petita. Dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 

ayat (2) dan (3) RBG yang dalam hal ini hakim dilarang untuk mengabulkan 

melebihi apa yang diminta oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh pemohon dapat saja diterima, 

sepanjang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dapat dipertanggung 

jawabkan secara secara filosofis (mengandung nilai-nilai keadilan, moral, 

etika, agama). Secara teoritis dalam rangka mewujudkan keadilan 

konstitusional. Dan adapun alasan yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 24 

ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 

Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa bahwa MK sebagai penyelenggara 

peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan sesuai alat bukti dan 

keyakinan hakimWewenang membuat putusan yang bersifat ultra petita bagi 

Mahkamah Konstitusi dapat saja diterima dengan alasan demi keadilan, 

kemaslahatan publik, menjaga hak-hak konstitusional warga, hak asasi 

manusia. 
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2. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil 

maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. 

Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat. 

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim MK dengan alasan demi 

kemaslahatan atau kemanfaatan hukum jika ditinjau dari al-mas}lah}ah al-

mursalah sangat dianjurkan. Hal sedemikian dalam kaidah usul fiqh sangat 

mendukung dengan adanya al-mas}lah}ah al-mursalah. Oleh karenanya, demi 

kemaslahatan yang besar sesuai tujuan dari hukum Islam maupun tujuan 

dari al-mas}lah}ah al-mursalah itu sendiri, selayaknya Mahkamah Konstitusi 

mempunyai wewenang untuk memutus suatu perkara yang bersifat ultra 

petita, demi kemaslahatan umum, menimbulkan kemanfaatan hukum dan 

menghilangkan kemudhorotan. 

 

B. Saran 

1. Mengingat yang memberikan wewenang konstitusional Mahkamah 

Konstitusi konstitusional adalah badan legislatif (MPR), maka dalam rangka 

pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan 

putusan Ultra Petita perlu dilakukan amandemen lanjutan Pasal 24 C ayat 1 

UUD NRI 1945 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 
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